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BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang a. bahwa untuk efektivitas penyelenggaraan penatausahaan

keuangan daerah khususnya penambahan kebijakan

akuntansi ten tang laporan operasional dan laporan

perubahan ekuitas serta tentang akumulasi penyusutan,

perhitungan persediaan dan sinergisitas penyusunan

laporan keuangan Daerah, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu dilakukan

perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun

2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 ten tang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung



Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Un dang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008

ten tang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta

Penyampaiannya;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Stan dar Akuntansi Pemerintah Berbasis

Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 15) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati

Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung

Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG

JABUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG

KEBIJAKANAKUNTANSIPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMUR.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15

Tahun 2014 ten tang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tmur Tahun 2014 Nomor

15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati

Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) angka 4,8,9,10,12,16 dan angka 19 diubah dan

ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 23, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal3

(1) Lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi prinsip-prinsip,

dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

(2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi tentang Kerangka Konseptual Kebijakan
Akuntansi;

2. Kebijakan Akuntansi tentang Penyajian Laporan Keuangan;

3. Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Realisasi Anggaran;

4. Kebijakan Akuntansi tentang Neraca;

5. Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Operasional (LO) dan Laporan

Perubahan Ekuitas (LPE);

6. Kebijakan Akuntansi ten tang Laporan Arus Kas;

7. Kebijakan Akuntansi tentang Catatan atas Laporan Keuangan;

8. Kebijakan Akuntansi ten tang Pendapatan;

9. Kebijakan Akuntansi ten tang Beban dan Belanja;

10. Kebijakan Akuntansi tentang Transfer;

11. Kebijakan Akuntansi tentang Pembiayaan;

12. Kebijakan Akuntansi tentang Kas dan Setara Kas;

13. Kebijakan Akuntansi tentang Piutang;

14. Kebijakan Akuntansi tentang Persediaan;

15. Kebijakan Akuntansi tentang Investasi;

16. Kebijakan Akuntansi ten tang Aset Tetap;

17. Kebijakan Akuntansi tentang Konstruksi dalam Pengerjaan;

18. Kebijakan Akuntansi ten tang Dana Cadangan;

19. Kebijakan Akuntansi ten tang Aset Lainnya;



20. Kebijakan Akuntansi tentang Kewajiban;

21. Kebijakan Akuntansi ten tang Akuntansi Ekuitas;

22. Kebijakan Akuntansi ten tang Koreksi Kesalahan; dan

23. Kebijakan Akuntansi tentang Pendapatan Dan Belanja Tanpa Melalui

Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
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H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal \ 0 Oe;E\\'\~~ 2020
SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR,

BERITADAERAHKABUPATENTANJUNG JABUNG TIMURTAHUN2020 NOMOR 5,9
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